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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan 

penyusunan Rencana kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku 

Tahun 2022 dengan baik.  

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku sebagai dokumen Perencanaan Tahunan memuat 

kebijakan, Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan 

sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 yang berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Maluku Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.  

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Maluku Tahun Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam 

penyusunan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku 

guna meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian. 

Akhirnya, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi              

dan membimbing kita dalam tugas dan pengabdian bagi Bangsa, Negara dan 

Provinsi Maluku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Salah satu pendukung pelaksanaan fungsi manajemen adalah sebuah 

organisasi serta keberadaan dan aktivitas pegawai dalam sistem kepegawaian di 

pemerintahan bertujuan untuk kelancaran tugas organisasi dan menjadi unsur 

pendukung terwujudnya administrasi kepegawaian.  

Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan pilihan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan melaksanan pembangunan yang berbasis kepulauan                

secara berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian melalui pengelolaan 

pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang 

tepat dibawah kepemimpinan yang handal sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah 

mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Aparatur yang handal dan profesional dibutuhkan untuk menjawab 

tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan 

kepada masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku 

merupakan salah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku yang bertugas 

membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam kelancaran 

penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Untuk memacu penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang 

terencana, terarah dan terpadu maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Maluku dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien perlu 

Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan 

penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) 2019 – 2024.  

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut disusun 

berdasarkan kegiatan prioritas dalam setiap tahunnya yang berkaitan dengan 
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tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dan merupakan 

kerangka acuan dan kerangka bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. 

Mengacu kepada lanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, dan maka prioritas 

pembangunan daerah masih diarahkan pada peningkatan upaya anti korupsi 

dan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih, berwibawa dan baik (clean goverment and good 

governance), dengan fokus “Penguatan Reformasi Birokrasi, Pemantapan 

Demokrasi, Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Perdamaian”.  

Badan Kepegawaian Daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan 

administrasi kepegawaian, meningkatkan pemanfaatan informasi teknologi 

dalam pengelolaan pelayanan kepegawaian, meningkatkan pembinaan dan 

pengembangan karier aparatur pemerintah daerah berbasis kompetensi serta 

meningkatkan kualitas pelayanan dalam kedudukan hukum, disiplin dan 

kesejahteraan PNS. 

Rencana kinerja tahunan disusun dengan didasarkan pada isu stratejik 

yang tengah dihadapi pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini tidak ada 

perbedaan yang mendasar antara isu stratejik di setiap perubahan tahun, karena 

pada prinsipnya perubahan regulasi yang terus berkembang akan serta 

membawa pengaruh terhadap manajemen kepegawaian dapat direalisasikan 

sampai pada tingkat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. 

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan amanat dan 

tindak lanjut dari pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 

Terkait dengan itu Rencana Kinerja Tahun 2022 berisi sasaran, arah 

kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Maluku dalam rangka mengahadapi dan menjawab isu stratejik tersebut 

melalui pelaksanaan program dan kegiatannya selama satu tahun yakni terhitung 

mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Masing-masing 

kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau 

target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Maluku dalam melaksanakan program dan kegiatannya.  
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Disamping berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dalam penyelenggaraan pelaksanaan 

pemerintahan daerah, program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.  

 

1.2.  Landasan Hukum  

1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang 

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian; 

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kab/Kota;   

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah 

13. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2004 tentang Rencana 

Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 



4 
 

2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 02); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis 

Daerah Provinsi Maluku. 

18. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah 

Provinsi Maluku 

1.3.  Maksud dan Tujuan 
  

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang 

dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan dalam mencapai tujuan 

atau tercapainya tujuan pelayanan administrasi di bidang kepegawaian. 

2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan 

program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan. 
 

1.4.  Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

1.2.  Landasan Hukum  

1.3.  Maksud dan Tujuan  

1.4.  Sistematika Penulisan  

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU  

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020 Dan Capaian Renstra 

OPD  

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

2.3.  Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD  

2.4. Review Terdapat Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan  

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN  

3.1  Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  

3.2  Tujuan dan Sasaran Renja OPD  

3.3  Program dan Kegiatan  

BAB IV PENUTUP  
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 

Mengacu pada Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Maluku Tahun 2019 – 2024, ditetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta Strategi 

yang jelas dan tepat untuk menjawab visi dan misi Guernur dan Wakil Gubernur 

Maluku sehingga diharapkan Organisasi Perangkat Daerah instansi pemerintah 

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan          

perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kepemerintahan yang 

baik (good governance). 

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2020 

ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan 

dengan rencana kerja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Maluku. Adapun 

hasil capaian kinerja dalam program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau 

yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada 

Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Biaya  : Rp. 37.500.000,- 

Realisasi : Rp. 37.500.000,- 

Sisa biaya  : Rp.                 0,- 

Hasil Capaian  : 100 % 

Keterangan  : Tersedianya Jasa Surat Menyurat sebanyak 87 kali untuk 

kebutuhan tugas kedinasan disampaikan ke instansi di 

dalam dan luar daerah. 

 

2.  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

Jumlah Biaya  : Rp. 32.509.908,- 

Realisasi : Rp. 32.509.908,- 

Sisa biaya  : Rp.                 0,- 

Hasil Capaian  : 100 % 

Keterangan  

 

: Tersedianya 1 Orang Jasa Kebersihan Kantor untuk 

kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor BKD 

Provinsi Maluku.  

 

3.  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

Jumlah Biaya  : Rp.   20.500.000,- 

Realisasi : Rp.   20.500.000,- 

Sisa biaya  : Rp.                 0,- 

Hasil Capaian  : 100 % 
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Keterangan  

 

: Tersedianya 1 orang Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

Selama 12 bulan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

kedinasan BKD Provinsi Maluku.  

 

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 

Jumlah Biaya  : Rp.   207.234.344,- 

Realisasi : Rp.   207.118.002,- 

Sisa biaya  : Rp.          116.342,- 

Hasil Capaian  : 99,94 % 

Keterangan  

 

: Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan BKD Provinsi 

Maluku. 

 

5.  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

6. Penyediaan Makanan dan Minuman 

 

7.  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

 Jumlah Biaya  : Rp. 315.900.000,- 

 Realisasi : Rp. 273.019.300,- 

 Sisa biaya  : Rp.   42.880.700,- 

 Hasil Capaian  : 86,43%  

 Keterangan  : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

dengan instansi terkait di luar daerah terkait 

kepegawaian.  

 

8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran 

Jumlah Biaya  : Rp. 195.059.448,- 

Realisasi : Rp. 195.059.448,- 

Sisa biaya  : Rp.                   0,- 

Hasil Capaian  : 100 %  

Keterangan  : Tersedianya jasa tenaga pendukung admnistrasi dan teknis 

perkantoran.  

 

B.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  

Jumlah Biaya  : Rp. 25.000.000,- 

Realisasi : Rp. 25.000.000,- 

Sisa Biaya  : Rp.                 0,- 

Hasil Capaian : 100% 

Jumlah Biaya  : Rp. 60.000.000,- 

Realisasi : Rp. 60.000.000,- 

Sisa biaya  : Rp.                 0,- 

Hasil Capaian  : 100 % 

Keterangan  : Tersedianya barang cetak dan penggandaan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan BKD Provinsi 

Maluku. 

 

  Jumlah Biaya  : Rp. 100.090.000,- 

  Realisasi : Rp. 100.090.000,- 

  Sisa biaya  : Rp.                   0,- 

  Hasil Capaian  : 100% 

  Keterangan  : Tersedianya makanan dan minuman untuk 76 kali  rapat 

kerja. 
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Keterangan :  Tersedianya perlengkapan kantor pada unit kerja untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 

Jumlah Biaya  : Rp. 774.430.000,- 

Realisasi : Rp. 773.890.000,- 

Sisa Biaya  : Rp.        540.000,- 

Hasil Capaian : 93,93% 

Keterangan :  Tersedianya perlengkapan kantor pada unit kerja untuk 

kelancaran tugas kedinasan. 

 

3. Pengadaan Pakaian Seragam PNS 

Jumlah Biaya  : Rp. 948.000.000,- 

Realisasi : Rp. 938.520.000,- 

Sisa Biaya  : Rp.     9.480.000,- 

Hasil Capaian : 100% 

Keterangan :  Tersedianya Pakaian Seragam PNS. 

 

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional 

5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 

C. Program Pendidikan Kedinasan 

1. Pembinaan Praja IPDN  

Jumlah Biaya  : Rp. 3.332.500,- 

Realisasi : Rp. 3.332.500,- 

Sisa Biaya  : Rp.               0,- 

Hasil capaian  : 100 % 

Keterangan :    Kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi 

anggaran untuk Covid-19  

 

2. Seleksi Calon Praja IPDN 

Jumlah Biaya  : Rp. 107.099.750,- 

Realisasi : Rp.   94.288.350,- 

Sisa Biaya  : Rp.   12.811.400,- 

Hasil capaian  : 88,04 % 

Keterangan :    Tersedianya 27 Calon Praja Utusan Provinsi Maluku 

  

 

Jumlah Biaya  : Rp. 94.169.400,- 

Realisasi : Rp. 73.717.500,-  

Sisa biaya  : Rp. 20.451.900,-  

Hasil Capaian  : 78,28 % 

Keterangan  : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 

berupa pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda 

dua untuk kelancaran tugas kedinasan.  

 

Jumlah Biaya  : Rp. 16.090.000,- 

Realisasi : Rp. 16.090.000,- 

Sisa biaya  : Rp.                 0,- 

Hasil Capaian  : 100 % 

Keterangan  : Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kantor 

(komputer, Ac, dan printer) untuk kelancaran tugas 

kedinasan.  
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D.  Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 

1. Seleksi penerimaan Calon PNS dan PPPK. 

Jumlah Biaya  :  Rp.  288.524.000,- 

Realisasi : Rp.  281.824.951,- 

Sisa Biaya : Rp.      2.900.000,- 

Hasil Capaian : 97,68 % 

Keterangan : Terlaksananya Pendaftaran dan pengiriman berkas 

secara online dan yang memenuhi administrasi 

sebanyak 7.977 orang, Peserta yang hadir untuk seleksi 

SKD 7.533 orang, Lulus seleksi SKD 2.049, peserta yang 

berhak ikut SKB 696 orang Lulus SKP 328 orang  

 

2.    Penempatan Pegawai Negeri Sipil. 

Jumlah Biaya :  Rp. 1.198.460.000,- 

Realisasi : Rp. 1.056.521.524,- 

Sisa Biaya  : Rp.    141.938.476,- 

Hasil Capaian : 88,16 % 

Keterangan  : Tersedianya 174 PNS dalam jabatan. 

 

3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis. 

Jumlah Biaya  : Rp. 200.117.450,- 

Realisasi : Rp. 173.365.750,- 

Sisa Biaya  : Rp.   26.751.700,- 

Hasil Biaya : 86,63 % 

Keterangan : Terpenuhinya hak-hak kepegawaian berupa : kenaikan 

pangkat PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan 

Kabupaten/Kota  Se Maluku sebanyak 2.590 SK. 

 

4. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS. 

Jumlah Biaya  : Rp. 73.404.750,- 

Realisasi : Rp. 61.876.750,- 

Sisa Biaya  : Rp. 11.528.000,- 

Hasil Capaian : 84,30 % 

Keterangan  : Terlaksananya penanganan kasus bagi 79 PNS di 

lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. 

 
5. Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Pendidikan. 

Jumlah Biaya  : Rp. 420.400.000,- 

Realisasi : Rp. 380.310.279,- 

Sisa Biaya  : Rp.   40.089.721,- 

Hasil Capaian : 90,46 % 

Keterangan  : Tersedianya beasiswa tugas belajar dan bantuan 

pendidikan bagi 12 PNS lingkup Pemerintah          

Provinsi Maluku 

 

6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

Jumlah Biaya  : Rp. 146.683.000,- 

Realisasi : Rp. 114.404.800,- 

Sisa Biaya  : Rp.   32.278.200,- 

Hasil Capaian : 77,99 % 

Keterangan  : Terlaksananya Kegiatan monitoring dan evaluasi 

program dan kegiatan BKD pada 5 Kab/Kota Se 

Provinsi Maluku 



9 
 

 

7. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Jumlah Biaya : Rp. 45.538.925,- 

Realisasi : Rp. 45.538.925,- 

Sisa  : Rp.                 0,- 

Hasil Capaian : 100 % 

Keterangan : Terlaksananya 3 kali sidak dan terdapat 4.995 PNS yang 

melakukan pelanggaran di lingkup Pemerintah Provinsi 

Maluku 

 

8. Penyelenggaraan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. 

Jumlah Biaya : Rp. 4.809.750,- 

Realisasi : Rp. 4.809.750,- 

Sisa  : Rp.               0,- 

Hasil Capaian : 100% 

Keterangan : Terlaksananya sumpah/janji PNS bagi 750 PNS sebagai 

suatu syarat pengangkatan dalam PNS. 

 

9. Proses Pelayanan Surat Keputusan CPNS/PNS, PPPK, KGB, PMK. 

Jumlah Biaya : Rp. 22.225.550,- 

Realisasi : Rp. 19.756.350,- 

Sisa  : Rp.   2.469.200,- 

Hasil Capaian : 88,89 % 

Keterangan : Tersedianya Surat Keputusan KGB sebanyak 839 SK 

 

10. Proses Pensiun dan Pemberhentian PNS. 

Jumlah Biaya : Rp. 93.200.000,- 

Realisasi : Rp. 88.933.600,- 

Sisa  : Rp.   4.266.400,- 

Hasil Capaian : 95,24 % 

Keterangan : Tersedianya Surat Keputusan Pensiun dan 

Pemberhentian bagi 553 orang  

 

11. Penyelenggaraan Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. 

Jumlah Biaya : Rp. 61.837.750,- 

Realisasi : Rp. 60.894.450,- 

Sisa  : Rp.      943.300,- 

Hasil Capaian : 98,47% 

Keterangan : Terlaksananya sumpah/janji PNS bagi 750 PNS sebagai 

suatu syarat pengangkatan dalam PNS. 
 

 

12. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) online. 

Jumlah Biaya : Rp. 188.000.000,- 

Realisasi : Rp. 182.629.500,- 

Sisa  : Rp.     5.370.500,- 

Hasil Capaian : 98,47% 

Keterangan : Terlaksananya pelayanan kenaikan pangkat, pensiun 

dan pengadaan CPNS secara online 

 

13. Pembuatan, Pengelolan dan Pengembangan Website. 

Jumlah Biaya : Rp. 29.930.000,- 

Realisasi : Rp. 29.863.800,- 

Sisa  : Rp.        66.200,- 

Hasil Capaian : 99,78 % 
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Keterangan : Keterbukaan informasi publik bidang kepegawaian 

sebanyak 40 infromasi 
 

14. Proses Pelayanan Surat Keputusan CPNS/PNS, PPPK, KGB, PMK. 

Jumlah Biaya : Rp. 34.138.500,- 

Realisasi : Rp. 31.422.900,- 

Sisa  : Rp.   2.715.600,- 

Hasil Capaian : 92,05 % 

Keterangan : Tersedianya Surat Keputusan CPNS/PNS, PPPK, KGB, 

PMK sebanyak 1668 SK 
 

15. Proses Pensiun dan Pemberhentian PNS. 

Jumlah Biaya : Rp. 200.750.000,- 

Realisasi : Rp. 196.193.805,- 

Sisa  : Rp.     4.556.195,- 

Hasil Capaian : 97,73 % 

Keterangan : Tersedianya Surat Keputusan Pensiun dan 

Pemberhentian bagi 327 orang  
 

16. Pembinaan dan Pengembangan Profesi ASN. 

Jumlah Biaya : Rp. 306.820.000,- 

Realisasi : Rp. 288.728.300,- 

Sisa  : Rp.   18.091.700,-             

Hasil Capaian : 94,10 % 

Keterangan : Terlaksananya HUT  Korpri di Kabupaten Maluku Barat 

Daya. 
 

17. Penyelenggaraan Mutasi Pindah ASN. 

Jumlah Biaya : Rp. 55.400.000,- 

Realisasi : Rp. 45.228.047,- 

Sisa  : Rp. 10.171.953,-             

Hasil Capaian : 81,64 % 

Keterangan : Tersedianya SK Mutasi Pindah ASN bagi 373 orang 
 

18. Pengembangan dan Pelayanan Jabatan Fungsional. 

Jumlah Biaya : Rp. 51.097.700,- 

Realisasi : Rp. 47.745.700,- 

Sisa  : Rp.   3.352.000,-             

Hasil Capaian : 93,44 % 

Keterangan : Tersedianya 423 orang aparatur Pemerintah Provinsi 

Maluku mengikuti pembinaan dan pengembangan 

Jabatan Fungsional 
 

19. Pembuatan Karis / Karsu. 

Jumlah Biaya : Rp. 6.025.750,- 

Realisasi : Rp. 6.025.750,- 

Sisa  : Rp.               0,-             

Hasil Capaian : 100 % 

Keterangan : Kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi 

anggaran untuk Covid-19 
 

20. Pemberian Penghargaan bagi PNS / Non-PNS. 

Jumlah Biaya : Rp. 3.299.750,- 

Realisasi : Rp. 3.299.750,- 

Sisa  : Rp.               0,-             
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Hasil Capaian : 100 % 

Keterangan : Pemberian Penghargaan Satya Lencana bagi 220 PNS 
 

21. Pembuatan Karpeg / KPE. 

Jumlah Biaya : Rp. 37.980.500,- 

Realisasi : Rp. 29.507.200,- 

Sisa  : Rp.   8.473.300,-             

Hasil Capaian : 77,69 % 

Keterangan : Tersedia 111 Karpeg. 

 

22. Proses Penilaian Prestasi Kerja PNS. 

Jumlah Biaya : Rp. 25.569.425,- 

Realisasi : Rp. 25.569.425,- 

Sisa  : Rp.                 0,-             

Hasil Capaian : 100 % 

Keterangan : Meningkatnya pemahaman penilaian prestasi kerja 

PNS bagi 630 PNS 

 

23. Pembiayaan Duka bagi ASN yang Meninggal Dunia. 

Jumlah Biaya : Rp. 15.260.000,- 

Realisasi : Rp. 15.260.000,- 

Sisa  : Rp.                 0,-             

Hasil Capaian : 100 % 

Keterangan : Tersedianya Pemberian bantuan Duka bagi 2 ASN yang 

Meninggal Dunia. 

 

24. Perencanaan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Jumlah Biaya : Rp. 32.450.000,- 

Realisasi : Rp. 29.803.800,- 

Sisa  : Rp.   6.413.962,-             

Hasil Capaian : 91,85 % 

Keterangan : Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan ASN 

 

25. Pembinaan Mental Spiritual dan Olahraga ASN. 

Jumlah Biaya : Rp. 4.800.000,- 

Realisasi : Rp. 4.800.000,- 

Sisa  : Rp.                 0,-             

Hasil Capaian : 100 % 

Keterangan : Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual dan 

Olahraga ASN 

 

26. Pengusulan NIP CPNS dan PPPK. 

Jumlah Biaya : Rp. 41.690.000,- 

Realisasi : Rp. 37.177.400,- 

Sisa  : Rp.   4.512.600,-             

Hasil Capaian : 89,18 % 

Keterangan : Tersedianya 328 NIP bagi CPNS Provinsi Maluku 

 

27. Konseling Kerja PNS. 

Jumlah Biaya : Rp. 43.112.600 

Realisasi : Rp. 38.171.000,- 

Sisa  : Rp.   4.941.600,-             

Hasil Capaian : 88,54 % 

Keterangan : Terlaksananya Konseling Kerja bagi 2 ASN 
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28. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. 

Jumlah Biaya : Rp. 3.908.000,- 

Realisasi : Rp. 3.908.000,- 

Sisa  : Rp.               0,-             

Hasil Capaian : 100 % 

Keterangan : Kegiatan tidak dilaksanakan karena rasionalisasi 

anggaran untuk Covid-19 

 

E.  Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

1. Pemanfaatan Pelayanan CAT (TKD) 

Jumlah Biaya : Rp. 24.005.000,- 

Realisasi : Rp. 22.770.000,- 

Sisa  : Rp.   1.235.000,-             

Hasil Capaian : 94,86 % 

Keterangan : Terlaksananya pemanfaatan fasilitas CAT bagi               

36 orang sehingga meningkatnya PAD                   

Provinsi Maluku sebesar Rp. 1.800.000,- 

 

2. Pengembangan e-Governance (Simpeg) 

Jumlah Biaya : Rp. 456.378.000,- 

Realisasi : Rp. 448.895.600,- 

Sisa  : Rp.     7.482.400,-             

Hasil Capaian : 98,36 % 

Keterangan : Tersedianya 1 aplikasi simpeg dan 1 aplikasi dalam 

proses pengembangan 

 

3. Penataan Arsip Pegawai Negeri Sipil 

Jumlah Biaya : Rp. 72.270.325,- 

Realisasi : Rp. 62.349.925,- 

Sisa  : Rp.   9.920.400,-             

Hasil Capaian : 86,27 % 

Keterangan : Tersedianya 5000 data arsip fisik PNS lingkup Pemerintah                       

Provinsi Maluku. 

 

4. Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Online 

Jumlah Biaya : Rp. 188.628.000,- 

Realisasi : Rp. 186.473.678,- 

Sisa  : Rp.     2.208.322,-             

Hasil Capaian : 98,83 % 

Keterangan : Terpenuhinya layanan kepegawaian secara efektif dan 

efisien bagi 9940 ASN lingkup Pemerintah Provinsi 

Maluku. 
 

5. Pembangunan dan Pemanfaatan Pusat Publikasi Informasi Kepegawaian 

Berbasis Elektronik  

Jumlah Biaya : Rp. 2.983.000,- 

Realisasi : Rp. 2.983.000,- 

Sisa  : Rp.               0,-             

Hasil Capaian : 100 % 

Keterangan : Tersedianya 25 informasi kepegawaian secara online 

yang dapat diakses oleh publik melalui website resmi 

www.bkd.malukuprov.go.id. 
 

 

http://www.bkd.malukuprov.go.id/
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Total penggunaan anggaran untuk pembiayaan belanja langsung yang 

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar 

Rp. 6.597.763.425,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.140.580.387,- (93,07%)                 

sisa anggaran Rp. 457.183.038,- (6,93%). Klasifikasi penggunaan tersebut adalah 

gambaran penggunaan biaya yang dikelola dengan baik dan 

tertanggungjawab sehingga memberikan manfaat dan dampak yang signifikan 

bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat sesuai kapasitas tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Maluku sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan 

pelayanan administrasi di bidang kepegawaian. 

Analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan 

wujud upaya penerapan tata kelola anggaran yang merujuk pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 59 Tahun 2007 secara optimal, transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku umumnya bersifat rutin misalnya pada Program 

Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan penyediaan alat tulis kantor dan 

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Sedangkan kegiatan lainnya 

merupakan agenda tugas yang dilaksanakan sesuai kebutuhan baik secara 

periodik maupun semester, misalnya pada kegiatan penataan sistem administrasi 

kenaikan pangkat otomatis, penempatan PNS, pemberian beasiswa tugas belajar 

dan bantuan pendidikan dan seleksi penerimaan calon Praja IPDN. 

Total penggunaan anggaran yang terserap untuk pembiayaan program 

dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar 93,07% dengan realisasi yang 

variatif, sehingga bila dari 47 kegiatan adalah mencapai 93,07%. Dengan 

capaian kinerja sebesar 98,28% tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Maluku dapat dikategorikan Memuaskan.  

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku menyadari bahwa masih 

ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk 

mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa 

yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan 
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tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan 

dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai 

berikut :  

a.  Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK 

FORMASI CPNS TAHUN 2020 DITIADAKAN : 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 

Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan meniadakan rekrutmen 

calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020. "Penerimaan CPNS tahun 

2020 akan kami tiadakan," ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Rabu (08/07). 

Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan masuk pada 

tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKB ini tertunda 

karena pandemi Covid-19. 

Tahun ini pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi 

tahun 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19. “SKB akan 

dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol 

kesehatan. Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi 

dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk 

memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar 

protokol kesehatan,” jelasnya. 

Dijelaskan juga bahwa rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan 

dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi 

dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan 

mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan 

daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19.                           

(rr/HUMAS MENPANRB) 

b. Selama Tahun Anggaran 2020, Badan Kepegawaian Daerah                            

Provinsi Maluku telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang 

dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku    

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Maluku Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku. Meskipun 

keberhasilan belum terwujud secara optimal, namun kinerja yang diberikan 

sudah bergeser kearah kemajuan yang lebih baik. Dengan didukung 

sumber daya aparatur yang memiliki potensi baik serta sarana dan 
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prasarana yang cukup memadai, penyelenggaraan pemerintahan 

berjalan dengan efektif dan efisien. 

c. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, tidak terdapat realisasi 

program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah 

direncanakan dan dituangkan dalam DPA tersebut.  

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 

target kinerja program/kegiatan Faktor-faktor penyebab terpenuhinya 

target kinerja program/kegiatan adalah adanya perubahan regulasi dan 

kebijakan skala nasional yakni dari pemerintah pusat antara lain Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN– RI), Kementerian Dalam 

Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang 

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap realisasi 

program/kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. 

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra             

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku adalah adanya peningkatan 

kapasitas dan dedikasi sumber daya aparatur dalam melaksanakan 

program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. 

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil 

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja 

hasil/keluaran sesuai program/kegiatan pada Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku adalah : 

1. Diperlukan perhatian Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan OPD 

(BKD) Provinsi Maluku karena meningkatnya beban kerja, tugas dan 

tanggungjawab dalam pelayanan administrasi bidang kepegawaian 

2. Diperlukan penambahan biaya dan peningkatan anggaran untuk 

pembiayaan program dan kegiatan demi mengimbangi tingginya 

laju pertumbuhan ekonomi, akselerasi pembangunan dengan 

kecanggihan teknologi sehingga dapat memberikan pelayanan 

dalam bidang kepegawaian berbasis teknologi informasi, yang lebih 

modern, lebih valid dan up to date guna membantu pemerintah 

daerah dalam pengambilan kebijakan kebijakan kepegawaian. 
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3. Meningkatkan koordinasi antara instansi-instansi terkait di pusat guna 

mengantisipasi perubahan regulasi/kebijakan yang bisa berdampak 

pada pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku 

4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga perguruan tinggi 

(Universitas) dalam hal pemberian bantuan tugas belajar dan 

bantuan pendidikan kepada PNS lingkup Pemerintah                      

Provinsi Maluku sehingga tidak terjadi keterlambatan laporan 

perkembangan studi yang merimplikasi pada proses pengambilan 

dan pengembalian dana kepada kas daerah. 

 2.2  Analisis Kinerja Pelayanan OPD  

Salah satu aspek pendukung dan sangat mempengaruhi keberhasilan 

maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku adalah aspek keuangan. Kinerja aparatur dalam 

pengelolaan keuangan pada BKD Provinsi Maluku sangat penting guna 

menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.                  

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku telah mengembangkan kinerja 

pelayanan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di lakukan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah sesuai Rencana Strategis 2019 - 2024. 

2.3  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD  

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai Peraturan Daerah 

Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan           

Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku adalah unsur 

pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku melalui                   

Sekretaris Daerah. 

Tugas pokok Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sesuai 

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku ada melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian Daerah.  
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Secara rinci, tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Merumuskan program Badan Kepegawaian Daerah sesuai Rencana 

Strategis Daerah/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). 

b. Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di 

Bidang Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Merencanakan dan menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian 

Daerah. 

d. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Kepegawaian 

Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Membina dan mengendalikan semua kegiatan bidang Kepegawaian 

Daerah dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah maupun antara 

satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi 

terkait lainnya. 

f. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja dilingkungan 

Badan dalam melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian 

Daerah. 

g. Menghimpun dan menganalisa permasalahan serta memberikan saran/ 

rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi  masalah kepegawaian daerah. 

h. Menetapkan pedoman tata cara pelaksanaan layanan umum Bidang 

Kepegawaian Daerah. 

i. Membina, mengawasi, memberi petunjuk dan arahan bagi bawahan dan 

kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya 

serta menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan 

pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

j. Menyelenggarakan tata usaha Badan. 

k. Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah ditetapkan 

secara periodik dan  menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP)  Badan. 

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris 

serta melaksanakan tugas lain di Bidang Kepegawaian sesuai ketentuan 

yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.  
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Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Maluku juga mempunyai fungsi :  

1. Perumusan program di bidang kepegawaian sesuai Rencana Strategis 

Daerah/RPJMD; 

2. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di 

bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard an prosedur yang 

ditetapkan pemerintah; 

3. Perencanaan dan penyiapan kebijakan teknis pengembangan 

kepegawaian daerah; 

4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, 

pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai 

norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan; 

5. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan 

dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional 

sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan; 

6. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pensiun 

Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur 

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; 

7. Penyelenggaran administrasi Pegawai Negeri Sipil; 

8. Pengelolaan sistem Informasi kepegawaian daerah dan penyiapan 

informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara; 

9. Pelaksanaan ketatausahaan; 

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah dibantu oleh struktur organisasi yang terdiri dari : 

1. Sekretariat 

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Badan menyelenggarakan pelayanan teknis 

administrasi dalam urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan 

keuangan. 
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Secara rinci, tugas Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan 

dan program kerja Badan. 

b. Menyusun rencana operasional kepegawaian dan umum, 

perencanaan dan keuangan.  

c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program 

kerja satuan kerja Badan. 

d. Membina penyelenggaraan administrasi urusan kepegawaian, 

umum, perencanaan dan keuangan.  

e. Mengatur dan mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi 

hukum.  

f. Menghimpun bahan-bahan dan pembinaan organisasi, 

ketatalaksanaan, sumberdaya aparatur perencanaan pendidikan 

dan Pelatihan dan analisis jabatan. 

g. Mengawasi pelaksanaan operasional kendaraan dinas, 

pemanfaatan fasilitas kantor dan pemeliharaannya.  

h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kinerja dan Laporan 

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Badan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

i. Membina dan mengawasi, memberi arahan/petunjuk serta 

bimbingan bawahan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja 

yang dibawahnya. 

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun 

maupun sewaktu - waktu kepada Kepala Badan. 

k. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.    

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah 

dibantu oleh: 

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, yang mempunyai 

tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan 

kepegawaian dan umum. 

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai 

tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan 
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penyusunan dan pengendalian program kerja, dokumentasi dan 

pengolahan data serta melaksanakan urusan administrasi keuangan. 

 

2. Bidang Mutasi dan Promosi. 

Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Badan menyusun rencana perumusan 

program dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Mutasi dan Promosi. 

Secara rinci, tugas Kepala Bidang Mutasi dan Pemberhentian dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Merumuskan rencana pelaksanaan program operasional di Bidang 

Mutasi dan Promosi. 

b. Merumuskan pedoman pembinaan di Bidang Mutasi dan Promosi. 

c. Menyusun data potensi di Bidang Mutasi dan Promosi. 

d. Melakukan pengawasan satuan kerja yang dibawahinya terhadap 

pelaksanaan rencana dan program kerja Bidang Mutasi dan Promosi 

dalam rangka pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Mutasi dan 

Promosi. 

f. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi 

urusan Mutasi dan Promosi. 

g. Mengatur dan mengelola penyediaan data dan informasi serta 

dokumentasi Bidang Mutasi dan Promosi. 

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan maupun 

instansi teknis dalam rangka pembinaan di Bidang Mutasi dan 

Promosi. 

i. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program 

kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik. 

j. Membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina, memberi 

arahan/petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan fungsinya. 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun 

sewaktu-waktu kepada Kepala Badan. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  
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Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Mutasi dan 

Pemberhentian dibantu oleh : 

a. Kepala Sub Bidang Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian, yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mutasi dan 

Promosi menyusun rencana teknis operasional Sub Bidang Mutasi, 

Pensiun dan Pemberhentian. 

b. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala, yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mutasi dan 

Promosi menyusun rencana teknis operasional Sub Bidang 

Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala. 

c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi, yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mutasi dan 

Promosi menyusun rencana teknis operasional Sub Bidang 

Pengembangan Karier dan Promosi. 

 

3. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. 

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan 

menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis 

di Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. 

Secara rinci, tugas Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan 

Penghargaan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Merumuskan rencana pelaksanaan program operasional di Bidang 

Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. 

b. Merumuskan pedoman pembinaan di Bidang Penilaian Kinerja 

Aparatur dan Penghargaan. 

c. Menyusun data potensi di Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan 

Penghargaan.  

d. Melakukan pengawasan satuan kerja yang dibawahinya terhadap 

pelaksanaan rencana dan program kerja Bidang Penilaian Kinerja 

Aparatur dan Penghargaan dalam rangka pembinaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

e. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Penilaian 

Kinerja Aparatur dan Penghargaan. 
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f. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi 

urusan Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. 

g. Mengatur dan mengelola penyediaan data dan informasi serta 

dokumentasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan. 

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan maupun 

instansi teknis dalam rangka pembinaan di Bidang Penilaian Kinerja 

Aparatur dan Penghargaan. 

i. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program 

kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik. 

j. Membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina, memberi 

arahan/petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan fungsinya. 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun 

sewaktu-waktu kepada Kepala Badan. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur 

dan Penghargaan dibantu oleh: 

a. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penilaian Kinerja 

Aparatur dan Penghargaan menyusun rencana teknis operasional 

Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja. 

b. Kepala Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum, yang mempunyai 

tugas pokok membantu Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan 

Penghargaan menyusun rencana teknis operasional Sub Bidang 

Disiplin dan Kedudukan Hukum.  

c. Kepala Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai, yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penilaian Kinerja 

Aparatur dan Penghargaan menyusun rencana teknis operasional 

Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai. 
 

4. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian. 
 

Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan 
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menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan teknis 

di Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian. 

Secara rinci, tugas Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian 

dapat diuraikan sebagai berikut :  

a. Merumuskan rencana pelaksanaan program operasional di Bidang 

Pengadaan dan Informasi Kepegawaian. 

b. Merumuskan pedoman pembinaan di Bidang Pengadaan dan 

Informasi Kepegawaian. 

c. Menyusun data potensi di Bidang Pengadaan dan Informasi 

Kepegawaian.   

d. Melakukan pengawasan satuan kerja yang dibawahinya terhadap 

pelaksanaan rencana dan program kerja Informasi dan Pengadaan 

PNS dalam rangka pembinaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

e. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Pengadaan 

dan Informasi Kepegawaian. 

f. Menyusun saran dan bahan rekomendasi penyelesaian dan fasilitasi 

urusan Pengadaan dan Informasi Kepegawaian. 

g. Mengatur dan mengelola penyediaan data dan informasi serta 

dokumentasi Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian. 

h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup Badan maupun 

instansi teknis dalam rangka pembinaan di Bidang Pengadaan dan 

Informasi Kepegawaian. 

i. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program 

kegiatan yang telah ditetapkan secara periodik. 

j. Membagi dan memberi tugas serta mengawasi, membina, memberi 

arahan/petunjuk teknis kepada bawahan dalam melaksanakan tugas 

sesuai dengan fungsinya. 

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun 

sewaktu-waktu kepada Kepala Badan. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi 

Kepegawaian dibantu oleh: 
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a.  Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan, yang mempunyai tugas 

pokok membantu Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi 

Kepegawaian menyusun rencana teknis operasional Sub Bidang 

formasi dan. 

b. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengadaan dan 

Informasi Kepegawaian menyusun rencana teknis operasional Sub 

Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.  

c.  Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara dan Tata 

Arsip Pegawai, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian menyusun rencana 

teknis operasional sub Bidang Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara 

dan Tata Arsip Pegawai. 

 

2.4  Kelompok Jabatan Fungsional 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan 

berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

 Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku 

sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dilihat pada bagan sebagai  berikut : 
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GAMBAR 2.1 
STRUKTUR ORGANISASI 
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2.5  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja.  

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan 

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan 

tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran 

yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya 

yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat 

informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan 
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rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan 

antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta 

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. 

 

2.6  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan 

yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam 

mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk 

program lima tahun ke depan yang berdasarkan Keputusan Menteri dalam 

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah diantaranya :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

2. Program Kepegawaian Daerah.  
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BAB  III 
 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Mengacu pada Rencana Stratejik Badan Kepegawaian Daerah             

Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, ditetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta 

Strategi yang jelas dan tepat yang berpedoman pada Visi dan Misi Gubernur dan 

Wakil Gubernur Maluku, sehingga diharapkan Organisasi Perangkat Daerah 

instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

aturan dan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan 

kepemerintahan yang baik (good governance). 

1. VISI Gubernur dan Wakil Gubernur  

Dalam Rencana Stratejik RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, VISI 

yaitu :  

“Maluku yang terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani Terjamin 

dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas gugusan kepulauan”. 

2.  MISI 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan rumusan MISI Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;  

2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan, murah dan 

terjangkau; 

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; 

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau; 

5. Minigkatnya suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata; 

dan 

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri 

dan berprestasi. 

 

3.1 TUJUAN DAN SASARAN  

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur dan wakil Gubernur yang telah 

ditetapkan, maka BKD mengacu pada Misi 1 (satu) dan Tujuan yang ingin dicapai 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah : 

“Mewujudnya Layanan Kepegawaian yang Profesional” 
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Dari tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai 

adalah : 

“Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian kepada ASN” 

Dalam Rencana Kerja tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Maluku berupaya untuk merealisasikan tujuan, sasaran dimaksud melalui program 

– program yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan.  

 

3.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka setiap 

program dijabarkan kedalam beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai    

berikut : 

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD 

b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

c. Koordinasi dan peyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realiasai Kinerja SKPD. 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /   

Triwulan / Semesteran SKPD 

3. Administrasi Barang Milik Daeah SKPD 

a. Pemanfaatan Barang Milik Daeah SKPD 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu  

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
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6. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

b. Pengadaan Mebel 

c. Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya 

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

II. Program Kepegawain Daerah 

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan 

untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 

b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

c. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  

d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

e. Pemgelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  

f. Pengelolaan Data Kepegawaian 

2. Mutasi dan Promosi  

a. Pengelolaan Mutasi ASN 

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

c. Pengelolaan Promosi ASN 

3. Pengembangan Kompetensi ASN 

a. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 

b. Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN 

c. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 

c. Pengelolaan Tanda Jas bagi Pegawai 

d. Pembinaan Disiplin ASN 
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e. Pengeloaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN  

f. Evaluasi Disiplin ASN 

Program dan kegiatan tersebut diatas dikaitkan juga dengan indikasi 

dana dari anggaran Pemerintah Provinsi Maluku sehingga pelaksanaan 

program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta sesuai sasaran, 

target dan tujuan yang ingin dicapai dalam Tahun 2022. 

 

3.3  TARGET SASARAN STRATEJIK TAHUN 2022 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka pada Tahun 2022 ditetapkan 

indikator sasaran dan rencana tingkat capaian sebagaimana tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 

Sasaran Stratejik, Indikator Sasaran dan Rencana Tingkat Capaian 

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 

Untuk merinci perencanaan stratejik tersebut, perlu diuraikan lebih 

lanjut rencana kinerja program dan kegiatan Tahun 2022 (Terlampir) 

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN 

Rencana 

Tingkat 

Capaian 

(Target) 

1 2 3 4 
1. Meningkatnya 

Kulaitas Layanan 

Kepegawaian 

Kepada ASN 

1. Tersedianya Administrasi 

Perkantoran 

2. Kelancaran Tugas-Tugas 

Perkantoran 

3. Peningkatan Akuntabilitas 

Laporan 

4. Jumlah Praja IPDN yang 

memperoleh Pembinaan 

5. Persentase Formasi CPNS 

sesuai kebutuhan  

6. Persentase ASN yang 

Mendapatkan Pelayanan 

Kepegawaian 

7. Jumlah ASN yang 

mendapatkan Tugas Belajar 

dan Ijin Belajar 

8. Simpeg online yang 

terintegras 

100 % 

 

100% 

 

1 Dokumen 

 

105 org 

 

76% 

 

84% 

 

 

12 PNS 

 

 

11 Kab/Kota 

 

4  



31 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 TINJAUAN UMUM 

Capaian kinerja merupakan upaya untuk penggunaan biaya secara 

efisien dan pelaksanaan kegiatan secara efektif sesuai aturan yang berlaku 

sebagai wujud ketaatan dalam memanfaatkan sumber daya secara akuntabel 

guna pencapaian hasil yang optimal sesuai tugas pokok dan fungsi Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam keikutsertaan memberi kontribusi 

bagi kelanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan bagi masyarakat Maluku. Total anggaran Badan kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar                             

Rp. 17.205.913.040,- (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga 

Belas Ribu Empat Puluh Rupiah). dibandingkan Tahun 2020 sebesar                     

Rp. 12.931.743.178,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh 

Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).  

Hal-Hal yang perlu menjadi perhatian BKD Provinsi Maluku dalam meningkatkan 

kinerja organisasi pada tahun 2022 yaitu: 

a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Pembina Kepegawaian yakni 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan 

Kepegawaian Negara RI dan Kantor Regional IV BKN Makassar juga 

dengan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah 

Provinsi Maluku dalam rangka konsolidasi dan pembinaan 

kepegawaian. 

b. Meningkatkan konsolidasi lintas internal BKD Provinsi Maluku dalam 

rangka pelaksanaan program dan kegiatan. 

c. Meningkatkan percepatan dan ketepatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan yang berimplikasi terhadap              

pencairan dana dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang 

menggunakan sistem online SIMDA, sehingga program dan kegiatan 

yang tertampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran maupun 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dapat dilaksanakan 

sehingga tercapai target kinerja sesuai dengan perencanaan kegiatan. 

d. Meningkatkan pengawasan internal terhadap perkembangan 

pelaksanaan kegiatan serta pencapaian program yang disesuaikan 
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dengan Arus anggaran kas yang telah dicantumkan pada Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah               

Provinsi Maluku. 

e. Meningkatkan konsolidasi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup 

Provinsi Maluku untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan 

pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. 

 

4.2 TINJAUAN KHUSUS 

 

a. Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 terdapat 2 program 12 kegiatan dan 

44 Sub Kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian 

Daerah Provinsi Maluku dengan sumber dana yang berasal dari APBD 

Provinsi Maluku. 

b. Rencana pencapaian kinerja tahun 2022 diarahkan untuk    

merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan secara bertahap dan   

berkesinambungan sesuai dengan rencana yang disusun dalam 

RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. 

 

                                           

  



Urusan Pemerintah
Nama SKPD                          : 4.05.05.01 Badan Kepegawaian Daerah

ANGGARAN ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3

Urusan Wajib

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 
Kepegawain

6,597,763,425       6,140,580,387      93.07

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Administrasi Perkantoran 100 % 968,793,700          100 % 925,796,658         100.00 100.00

1 Penyediaan jasa surat menyurat kelancaran surat menyurat Administrasi kantor 87 Orang 37,500,000              87 Orang 37,500,000            100.00 100.00

2 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa pengiriman surat-menyurat, 
informasi dan paket ke Pusat, SKPD dan 
Kab/Kota

1 Orang 32,509,908 1 Orang 32,509,908             100.00 100.00

3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 
kantor

1 Orang 20,500,000 1 Orang 20,500,000            100.00 100.00

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis kantor pada unit kerja 12 bulan 207,234,344 12 bulan 207,118,002            100.00 99.94

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Tersediannya barang cetak dan penggandaan 
surat/ piagam /sertifikat

12 bulan 60,000,000 12 bulan 60,000,000            100.00 100.00

6 Penyediaan makanan dan minuman.
Tersediannya makanan dan minuman untuk 
pelayanan pimpinan dan kantor

77 kali 100,090,000 77 kali 100,090,000           100.00 100.00

7
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 
daerah.

Tersedianya kegiatan koordinasi dan 
konsultasi bidang kepegawaian

15 kali 315,900,000 15 kali 273,019,300           100.00 86.43

8
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 
Administrasi dan Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan 
Teknis Perkantoran 

6 orang 195,059,448 6 orang 195,059,448           100.00 100.00

No PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

REALISASI CAPAIANTARGET

KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN

LAMPIRAN I

4 5 6

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU

TAHUN 2020

: 4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawain

(K)(K)



ANGGARAN ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3

No PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

REALISASI CAPAIANTARGET

KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN

4 5 6

(K)(K)

II
Program Penigkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kelancaran Tugas -Tugas Perkantoran 100 % 1,857,689,400        100 % 1,827,217,500       100.00 98.36

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Tersedianya Perlengkapan gedung kantor 5 unit 25,000,000              5 unit 25,000,000            100.00 100.00

2 Pengadaan peralatan gedung kantor. Tersedianya Peralatan gedung kantor 94 unit 774,430,000            94 unit 773,890,000           100.00 99.93

3 Pengadaan Pakaian Seragam PNS Tersedianya Pakaian Seragam PNS 2370 PNS 948,000,000            2370 PNS 938,520,000           100.00 99.00

4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional.

Terpeliharanya kendaraan dinas/ opersional 
kantor

6 unit 94,169,400               6 unit 73,717,500             100.00 78.28

5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 
kantor.

Tersedianya pemeliharaan sarana gedung 
kantor

12 bulan 16,090,000              12 bulan 16,090,000             100.00 100.00

III Program Pendidikan Kedinasan Jumlah Praja yang Memperoleh Pembinaan 105 Orang 110,432,250           - orang 97,620,850           - 88.40

1 Pembinaan praja IPDN. Terpenuhinya  pembinaan Praja IPDN 0 Orang 3,332,500                - Orang 3,332,500               0.00 100.00

2 Seleksi Calon Praja IPDN. Terlaksananya Seleksi Calon Praja IPDN 40 capra 107,099,750            27 capra 94,288,350             67.50 88.04

IV
Program Pembinaan dan Pengembangan 
Aparatur

Persentase Formasi CPNS sesuai Kebutuhan 72 % 2,916,529,750        0 % 2,566,473,176       0.00 88.00

Persentase ASN yang Mendapatkan 
Pelayanan Kepegawaian 

82.9 % 65.61 % 79.14

Jumlah ASN yang Mendapatkan Tugas 
Belajar dan Ijin Belajar 

8 PNS 12 PNS 150.00

1 Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK
Terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK dengan 
sestem CAT

496 ASN 288,524,000            328 ASN 281,824,951            66.13 97.68



ANGGARAN ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3

No PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

REALISASI CAPAIANTARGET

KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN

4 5 6

(K)(K)

2 Penempatan PNS
Tersedianya Keputusan Komisi ASN Daerah 
untuk Penempatan PNS Dalam Jabatan 
Struktural

100 Orang 1,198,460,000          477 Orang 1,056,521,524         477.00 88.16

3
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat 
otomatis PNS.

Tersedianya  pengurusan pemberkasan 
kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun PNS

3000 SK 200,117,450             2590 SK 173,365,750           86.33 86.63

4
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran 
disiplin ASN

Terpenuhinya penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran disiplin ASN

70 kasus 73,404,750              79 kasus 61,876,750             112.86 84.30

5
Pemberian Beasisiswa Tugas Belajar dan 
Bantuan Belajar 

Tersedianya pemberian beasiswa tugas belajar 
dan bantuan belajar ASN Lingkup Pemerintah 
Provinsi Maluku

11 Orang 420,400,000            12 Orang 380,310,279           109.09 90.46

6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya kegiatan monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 

5 kab/kota 146,683,000            5 kab/kota 114,404,800            100.00 77.99

7 Pembinaan disiplin PNS Terpenuhinya pembinaan disiplin ASN 60 ASN 45,538,925              4995 ASN 45,538,750             8325.00 100.00

8 Penyelenggaraan sumpah/janji PNS.
Terpenuhinya pelaksanaan Sumpah/ Janji PNS 
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku

0 ASN 4,809,750                0 ASN 4,809,750               0.00 100.00

9
Proses pelayanan SK CPNS/PNS, PPPK, KGB 
dan PMK.

Tersedianya SK CPNS/PNS, PPPTK, KGB dan 
PMK

1800 SK 22,225,550              837 SK 19,756,350             46.50 88.89

10 Proses pensiun dan pemberhentian PNS.
Terpenuhinya Penataan Proses Pensiun PNS 
Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Melalui 
SAPK

400 Orang 93,200,000              553 Orang 88,933,600             138.25 95.42

11 Pembinaan dan pengembangan profesi ASN
Tersedianya dokumen lembaga profesi ASN di 
Prov. Maluku

2 kali 102,572,600            1 kali 52,634,600             50.00 51.31

12 Penyelenggaraan mutasi pindah ASN Terlaksanya proses mutasi pindah ASN 500 SK 55,400,000              373 SK 45,228,047             74.60 81.64

13
Pengembangan dan pelayanan jabatan 
fungsional.

Terpenuhinya pengembangan dan pelayanan  
jabatan fungsional ASN Lingkup Pemerintah 
Provinsi Maluku

400 Orang 51,097,700              413 Orang 47,745,700             103.25 93.44



ANGGARAN ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3

No PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

REALISASI CAPAIANTARGET

KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN

4 5 6

(K)(K)

14 Pengurusan KARIS/KARSU. Tersedianya KARIS/ KARSU PNS 0 Orang 6,025,750                0 Orang 6,025,750               0.00 100.00

15
Pemberian penghargaan bagi PNS/ non/instansi 
vertikal.

Terpenuhinya  pemberian penghargaan bagi 
PNS Non/Instansi Vertikal

0 Orang 3,299,750                220 Orang 3,299,750               100.00 100.00

16 Pembuatan Karpeg/KPE Tersedianya Karpeg/KPE 50 bulan 37,980,500              111 bulan 29,507,200             222.00 77.69

17 Proses penilaian prestasi kerja PNS. Terfasilitasinya Penilaian Prestasi Kerja PNS 600 ASN 25,569,425              630 ASN 25,569,425             105.00 100.00

18
Pembiayaan Duka bagi ASN yang meninggal 
dunia 

Terfasilitasinya Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 ASN 15,260,000              2 ASN 15,260,000             100.00 100.00

19 Perencanaan SDM Aparatur Sipil Negara Tersedianya  perencanaan SDM ASN 0 Dokumen 32,450,000              1 Dokumen 29,803,800             100.00 91.85

21 Pembinaan Mental Spiritual dan olahraga ASN
Terlaksananya pembinaan mental spiritual 
dan olahraga ASN

2 kali 4,800,000                3 kali 4,800,000              150.00 100.00

22 Pengusulan NIP CPNS dan PPPK Terlaksananya Pengusulan NIP CPNS dan PPPK 396 ASN 41,690,000              238 ASN 37,177,400             60.10 89.18

23 Konseling Kerja PNS Terlaksananya Konseling Kerja PNS 2 PNS 43,112,600               2 PNS 38,171,000              100.00 88.54

24 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 
Terlaksananya Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan 

0
Produk 
Hukum

3,908,000                0
Produk 
Hukum

3,908,000               0.00 100.00

IV
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik

Simpeg Online yang Terintegrasi 11 Kab / Kota 744,318,325           7 Kab / Kota 723,472,203         63.64 97.20

1 Pemanfaatan fasilitas CAT
Pemanfaatan fasilitas CAT untuk penambahan 
PAD

36 Orang 24,005,000              36 Orang 22,770,000             100.00 94.86



ANGGARAN ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3

No PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN
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2 Pengembangan e-Governance (SIMPEG)
Tersedianya data manajemen kepegawaian 
yang valid dan up to date

2 Aplikasi 456,378,000            1 Aplikasi 448,895,600           50.00 98.36

3 Penataan arsip PNS lingkup Provinsi Maluku.
Tertatanya dokumen kearsipan PNS Lingkup 
Pemerintah Provinsi Maluku

5000 PNS 72,270,325              5000 PNS 62,349,925             100.00 86.27

4
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 
online dengan BKN.

Terpenuhinya Pelayanan Kepegawaian secara 
online dengan BKN Melalui SAPK

10500 PNS 188,682,000            9940 PNS 186,473,678           94.67 98.83

5
Pembangunan dan Pemanfaatan pusat publikasi 
informasi kepegawaian berbasis elektronik 

Terlaksananya pembangunan dan 
pemanfaatan pusat publikasi informasi 
kepegawaian berbasis elektronik 

15 Informasi 2,983,000                25 Informasi 2,983,000               166.67 100.00

6,597,763,425       6,140,580,387      93.07

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PROVINSI MALUKU 

Drs. JASMONO, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.19741226 199412 1 003

JUMLAH



URUSAN PEMERINTAH DAERAH    : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
SKPD                                                 : 5.03 KEPEGAWAIAN 

KAB / 
KOTA

KEC. DESA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 80% 19,016,917,632 80% 20,918,609,395

5 03 KEPEGAWAIAN 80% 19,016,917,632 80% 20,918,609,395

5 03 01
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, 
Kepegawaian dan Keuangan

80% 11,668,917,632 80% 12,835,809,395

Persentase Ketercapaian Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja OPD

80% 80%

5 03 01 1.01
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 
Kinerja

4 Dokumen 45,900,000 4 Dokumen 50,490,000

5 03 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RPA-SKPD AMBON 1 Dokumen 10,200,000 1 Dokumen                    11,220,000 

5 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD AMBON 1 Dokumen 15,300,000 1 Dokumen                   16,830,000 

5 03 01 1.01 06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

AMBON 2 Dokumen 20,400,000 2 Dokumen                   22,440,000 

5 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah

24 Laporan 5,621,730,000 24 Laporan 6,183,903,000

5 03 01 1.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Gaji 
dan Tunjangan ASN

AMBON 12 Bulan 5,570,220,000 12 Bulan              6,127,242,000 

5 03 01 1.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Bulan Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD

AMBON 12 Bulan 13,260,000 12 Bulan                   14,586,000 

PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2023

1

LAMPIRAN II

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 SUMBER DANA APBD

PROVINSI MALUKU

KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2022

CATATAN 
PENTING

LOKASI TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA

KEBUTUHAN 
DANA/PAGU 

INDIKATIF

TARGET 
CAPAIAN 
KINERJA

KEBUTUHAN 
DANA/PAGU 

INDIKATIF
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5 03 01 1.02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD 
yang disusun

AMBON 1 Dokumen 20,400,000 1 Dokumen                   22,440,000 

5 03 01 1.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

AMBON 18 Dokumen 17,850,000 18 Dokumen                   19,635,000 

5 03 01 1.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah

Jumlah Retribusi yang diperoleh dari 
Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang 
dikelolah BKD

     20,400,000 20,400,000     20,400,000 22,440,000

5 03 01 1.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah 

AMBON 1 Laporan 20,400,000 1 Laporan                   22,440,000 

5 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah

3 Laporan 2,117,000,000 3 Laporan 2,328,700,000

5 03 01 1.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya

Jumlah PNS yang mendapatkan Kain Batik AMBON 4600 PNS 1,660,000,000 4600 PNS              1,826,000,000 

Jumlah PNS yang mendapatkan Name tag AMBON 10200 PNS 10200 PNS

5 03 01 1.05 05
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja 
Pegawai

Jumlah Kab/Kota yang dilaksanakan 
Monitoring, Evaluasi, Penilaian Kinerja Pegawai

AMBON 11 Kab/Kota 357,000,000 11 Kab/Kota                 392,700,000 

5 03 01 1.05 09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi

Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi

AMBON 26 PNS 100,000,000 26 PNS                  110,000,000 

5 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah

5 Laporan 902,764,000 5 Laporan 993,040,400

5 03 01 1.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

AMBON 12 Bulan 8,134,000 12 Bulan                     8,947,400 

5 03 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor AMBON 12 Bulan 253,130,000 12 Bulan                 278,443,000 

5 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

AMBON 12 Bulan 70,000,000 12 Bulan                  77,000,000 

5 03 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Bulan fasilitas kunjungan tamu AMBON 33 Kali 71,500,000 33 Kali                   78,650,000 
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5 03 01 1.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD AMBON 2 Kali 400,000,000 2 Kali                 440,000,000 

5 03 01 1.06 11
Dukungan Pelayanan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Aplikasi yang dikembangkan
untuk Pendukung Administrasi
Umum Perangkat Daerah

AMBON 2 Aplikasi 100,000,000 2 Aplikasi                  110,000,000 

5 03 01 1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah

3 Laporan 2,393,639,632 3 Laporan 2,633,003,595

5 03 01 1.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel yang tersedia AMBON 92 Unit 430,800,000 92 Unit                 473,880,000 

5 03 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
diadakan

AMBON 32 Unit 280,400,000 32 Unit                 308,440,000 

5 03 01 1.07 10
Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Saran dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

AMBON
1 Anjungan 

Layanan
1,682,439,632

1 Anjungan 
Layanan

              1,850,683,595 

5 03 01 1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyedia Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah

4 Laporan 428,380,000 4 Laporan 471,218,000

5 03 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Orang penyediaan jasa surat menyurat AMBON 90 Kali 39,500,000 90 Kali                   43,450,000 

5 03 01 1.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik

Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi air 
dan listrik

AMBON 12 Bulan 51,000,000 12 Bulan                   56,100,000 

5 03 01 1.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor

Jumlah Bulan penyediaan jasa peralatan dan 
perlengkapan kantor

AMBON 12 Bulan 77,800,000 12 Bulan                   85,580,000 

5 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Orang jasa pelayanan umum AMBON 8 Orang 260,080,000 8 Orang                 286,088,000 

5 03 01 1.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan

Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1 Laporan 139,104,000 1 Laporan 153,014,400

5 03 01 1.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraaan Dinas yang terpelihara dan 
terbayarkan Pajaknya 

AMBON 5 Unit 139,104,000 5 Unit                  153,014,400 

5 03 02 Program Kepegawaian Daerah
Persentase PNS yang Terpetakan 
Kompetensinya 

100% 7,348,000,000 100% 8,082,800,000
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Persentase PNS yang meningkat 
Kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Izin 
Belajar

100% 100%

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, 
Administrator dan Pengawas yang 
Terevaluasi Kinerjanya 

100% 100%

Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian 100% 100%

Persentase Sistem Informasi Kepegawaian 
yang dikembangkan 

100% 100%

Persentase Pelayanan Kasus Kepegawaian 100% 100%

5 03 02 1.01
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian ASN

Persentase Usulan Formasi ASN 82% 2,695,000,000 82% 2,964,500,000

5 03 02 1.01 01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kebijakan Pengadaan ASN AMBON 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen                 165,000,000 

5 03 02 1.01 02
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan 
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN

Jumlah Dokumen Usulan Kebutuhan Formasi 
Berdasarkan Jenis dan Jumlah  Jabatan 
untukPelaksanaan Pengadaan ASN

AMBON 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen                 220,000,000 

5 03 02 1.01 03
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 
PPPK

Persentase Penyelesaian Penetapan NIP dan 
Penyesuaian SK CASN Pemerintah Provinsi 
Maluku

AMBON 100% 500,000,000 100%                 550,000,000 

Jumlah Calon Praja IPDN  yang Terfasilitasi 
Keberangkatan

AMBON 30 Calon Praja 30 Calon Praja

Jumlah Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Seleksi 
CASN

AMBON 3 Kegiatan 3 Kegiatan

5 03 02 1.01 06
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 
Pemberhentian

Jumlah Pelayanan Administrasi Pensiun AMBON 325 PNS 130,000,000 325 PNS                 143,000,000 

Jumlah Pemberkasan dan Validasi Usulan 
Pensiun PNS

AMBON 325 PNS 325 PNS

Jumlah Penyelesaian SK Pensiun PNS AMBON 325 PNS 325 PNS
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5 03 02 1.01 07 Evaluasi Pemberhentian ASN
Jumlah OPD yang Terevaluasi Pemberhentian 
PNS

AMBON 47 OP 150,000,000 47 OP                 165,000,000 

Jumlah kab/Kota yang Terevaluasi 
Pemberhentian PNS

AMBON 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota

5 03 02 1.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi yang difasilitasi AMBON 5 Kagiatan 500,000,000 5 Kagiatan                 550,000,000 

Jumlah Kegiatan Kerohanian yang difasilitasi AMBON 12 Kali 12 Kali

Jumlah Kegiatan Olahraga yang difaslitasi AMBON 12 Kali 12 Kali

Jumlah Musyawarah Daerah Korpri AMBON 1 Kali 1 Kali

Jumlah Mata Lomba Kegiatan Pornas Korpri AMBON 2 Mata Lomba 2 Mata Lomba

Jumlah Pelaksanaan Rapat Kerja Korpri AMBON 1 Rapat Kerja 1 Rapat Kerja 

Jumlah Peserta HUT Korpri AMBON 1200 Peserta 1200 Peserta

Jumlah Pelaksanaan Lomba Pornas Korpri 
Tingkat Provinsi 

AMBON 2 Mata Lomba 2 Mata Lomba

5 03 02 1.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah Modul Sistem Informasi Kepegawaian 
yang dikembangkan

AMBON 5 Modul 750,000,000 5 Modul                 825,000,000 

5 03 02 1.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Data Pegawai yang dimutakhirkan AMBON
12000 Data 

Pegawai
300,000,000

12000 Data 
Pegawai

                330,000,000 

5 03 02 1.01 12
Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi 
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengolahan 
Data dan Pengelolaan sistem Informasi 
Kepegawaian 

AMBON 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen                   16,500,000 

5 03 02 1.02 Mutasi dan Promosi ASN
Persentase Pejabat Struktural yang dilantik 
dari Target yang diusulkan 

95% 1,778,000,000 95% 1,955,800,000
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Jumlah PNS yang diterima dari ajuan Mutasi 
Luar Pemerintah Provinsi Maluku

10 PNS 10 PNS

Persentase Jumlah SK Pangkat yang 
diterbitkan dari jumlah usul Pangkat 

84% 84%

5 03 02 1.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Pelayanan Administrasi Mutasi PNS AMBON 100 PNS 528,000,000 100 PNS                 580,800,000 

Jumlah PNS yang Mengikuti Seleksi Mutasi AMBON 50 PNS 50 PNS

Jumlah Penyelesaian SK Mutasi PNS AMBON 50 SK 50 SK

Jumlah OPD yang Terevaluasi Mutasi sesuai 
Anjab ABK

AMBON 47 OPD 47 OPD

Jumlah Kab/Kota Yang Terevaluasi Mutasi PNS 
sesuai Anjab dan ABK

AMBON 11 Kab/Kota 11 Kab/Kota

Jumlah Aplikasi Sistem Mutasi antar Instansi AMBON 1 Aplikasi 1 Aplikasi

5 03 02 1.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala AMBON 1500 SK 250,000,000 1500 SK                 275,000,000 

Jumlah SK Kenaikan Pangkat AMBON 3000 SK 3000 SK

5 03 02 1.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
Jumlah pns yang diberhentikan, dimutasi dan 
diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan 
Administrasi

AMBON 1000 PNS 1,000,000,000 1000 PNS               1,100,000,000 

5 03 02 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan 
Fungsional

98% 700,000,000 98% 770,000,000

Persentase PNS yang menempuh Pendidikan 
Formal dari Hasil Verifikasi

100% 100%

5 03 02 1.03 03
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikat 
ASN

Jumlah PNS yang memperoleh Sertifikat Diklat AMBON 100 PNS 150,000,000 100 PNS                 165,000,000 
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5 03 02 1.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Lanjut 
melalui Tugas Belajar

AMBON 5 PNS 400,000,000 5 PNS                 440,000,000 

Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan Lanjut 
melalui Izin Belajar

AMBON 50 PNS 50 PNS

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan 
Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

AMBON 100 PNS 100 PNS

5 03 02 1.03 14
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan 
Fungsional

Jumlah PNS yang diberhentikan, diangkat 
kembali dalam Jabatan Fungsional 

AMBON 150 PNS 150,000,000 500 PNS                 165,000,000 

5 03 02 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase PNS yang dinilai Kinerjanya 95% 2,175,000,000 95% 2,392,500,000

Persentase PNS yang menerima Satya Lencana 85% 85%

Persentase PNS yang dinilai Kedisiplinannya 100% 100%

5 03 02 1.04 01
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

Jumlah Rancangan Regulasi Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja Aparatur yang diselesaikan 

AMBON
4 Rancangan 

Regulasi
100,000,000

4 Rancangan 
Regulasi

                 110,000,000 

5 03 02 1.04 02
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian 
dan Evaluasi Kinerja Aparatur

AMBON 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan                 550,000,000 

5 03 02 1.04 03
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Penilaian dan 
Evaluasi Kinerja Aparatur 

AMBON 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan                 220,000,000 

5 03 02 1.04 04
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi 
Pegawai

Jumlah PNS yang Terfasilitasi Sumpah Janji AMBON 650 PNS 650,000,000 650 PNS                 715,000,000 

Jumlah PNS yang diberikan Penghargaan AMBON 400 PNS 400 PNS

Jumlah PNS yang Mendapatkan Pembekalan 
Pra Pensiun

AMBON 325 PNS 325 PNS

Jumlah PNS yang Mendapatkan Santunan Duka AMBON 60 PNS 60 PNS
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5 03 02 1.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah PNS yang diberikan Tanda Jasa AMBON 400 PNS 130,000,000 400 PNS                 143,000,000 

5 03 02 1.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Mendadak dalalm 
rangka Disiplin PNS

AMBON 47 OPD 180,000,000 47 OPD                 198,000,000 

5 03 02 1.04 08
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 
ASN

Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin ASN AMBON 10 PNS 350,000,000 10 PNS                 385,000,000 

5 03 02 1.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
Jumlah SK Gubernur tentang Izin Perceraian 
Pegawai

AMBON 15 SK 35,000,000 15 SK                   38,500,000 

5 03 02 1.04 10 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Evaluasi Disiplin ASN AMBON 1 Laporan 30,000,000 1 Laporan                  33,000,000 

19,016,917,632          20,918,609,395          T O T A L
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